
PEMERTSTT ,EI E{OTA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 0614512412
MEDAN .2OTI7

PERATURAN \VALI KOTA MEDAN
NOMOR t ,rfi$,tJf.i €trr

TENTAi'IG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANiSI\SI, TUGAS DAN FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 ?ahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
perlu membentuk Peratural Wali Kota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas Dan Fungsi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 a5rat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor I Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92|;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tarrrbahan Lerntraran Negara Republik Indonesia
Nomor J535);

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang
Adrninistrasi Kependudukam {L-ernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 124,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukal
(Lembaran Neghra Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 75\i
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5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a723);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Peinerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta-hun L973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Ba),u Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun l99I Nomor 67);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2075 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2OL6 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ZOL6
Nomor 12371;
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18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Nomenklatur Pedoman
Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat
Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 131a);

19. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10
Tahun 2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 13271;

2O. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2OL6 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor 1308);

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah
Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah kabupatenlKota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1590);

22.Peralnxan Menteri Pariwisata Nomor 2l
Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan
Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja
Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan
KabupatenlKota Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor L327);

24.Perat:uran Kepala Arsip Nasional Nomor 30
Tahun 20L6 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 32 IPRT lM l2OL6
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 157+);
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26.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Dinas
Pemuda Dan Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor laSQ;

2T.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 431
Permentan/OT.O lO I 812076 tentang Pedoman
Nomenklatur, T\rgas Dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi Dan Kabupatenf Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 201.6 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2076 Nomor A98);

29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49
Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan
Kabupatenl Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1502);

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor P .7 4 lMenlhk/ Setjen/ Kum. I I 8 I
2OL6 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi Dan KabupatenlKota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor J3.2fl;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10O
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 139
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, T\rgas,
Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1660);
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33. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 163
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, TUgas
Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan
Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor t266);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2AO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2OOg Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

2.

a
J.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.



5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkatDPRD adalah lembaga perwakilan rakyai daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

6. Aparatur sipii Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah d#gan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepega*alan
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerint"rr"" atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

8.

9.

Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disingkat pNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat p..rr6irr"
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyej ahterakan masyarakat.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKpD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran f barang.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali Kota dan DpRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.

13. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan.

14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.

15. Dinas adalah Dinas di lingkungan pemerintah Kota Medan.

16. satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan polisi pamong praja
Kota Medan.

17. Badan adalah Badan di lingkungan pemerintah Kota Medan.
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18. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat upr adalah
unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasion al dan I atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang
dipimpin oleh camat.

20. Badan Kesatuan Bangsa Dan politik adalah Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kota Medan.

21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

22- Rumah sakit umum Daerah Dr. pirngadi, yang selanjutnya
disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Pirngadi Kota Medan.

23. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut
Fuskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan l,ebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kedanya.

24.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan perayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.

26. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansi pemerintah.

27. Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari jabatan administrasi
berdasarkan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara.

28. Koordinasi I adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri
atas urusan pemerintahan bidang pendidikan, pariwisata,
ketransmigrasian, kesehatan dan RSUD, sosial, pemberdayaar.
perempuan dan perlindungan anak, dan tenaga kerja.

29. Koordinasi II adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiri
atas urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman
dan ketertiban umum sub urusan bencana dan sub urusan
kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, dan kecamatan.
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30. Koordinasi III adalah koordinasi urusan pemerintahan yangterdiri atas urusan pemerintahan bidan[ komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, perpustakain, dan kearsipan.

3l.Koordinasi IV adalah koordinasi urusan pemerintahan yangterdiri atas urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

32. Koordinasi V adalah koordinasi urusan pemerintahan yang terdiriatas urusan pemerintahan bidang penanaman modil dan
pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan
menengah, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan,
perindustrian, perdagangan, dan perusahaan daerah.

33. Koordinasi vI adalah koordinasi urusan pemerintahan yangterdiri atas urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, pekerjaan Lrmum dan penataan ruang,
lingkungan hidup, kehutanan, energi sumbei daya minerJ,
pertanahan, dan perhubungan.

34. Koordinasi vII adalah koordinasi urusan/penunjang urusan
pemerintahan yang terdiri atas urusan/penunjang urusanpemerintahan bidang perencanaan, - p"n.1iti.r, dan
pengembangan, keuangan dan pajak, kepegawaian, dan
pendidikan dan pelatihan.

35. Koordinasi VIII adalah koordinasi urusan
terdiri atas urusan pemerintahan bidang
olahraga, inspektorat, dan sekretariat DPRD-

pemerintahan yang
kepemudaan, dan

36. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi sekretariat
daerah selaku unsur staf daram pelayanan baik terhadap
kegiatan internal bagian maupun lintas perangkat daerah
termasuk urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh
dinas/badan.

37. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang
selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan
untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

38. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintad pusat atau
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota
untuk melaksanakan sebagian Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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40. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah suburusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan aiilimbah.

BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan atas peraturan
Daerah Kota Medan Nomor ls rahun 2oL6 tentang pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas, terdiri atas:

1. dinas pendidikan;
2. dinas kesehatan;
3. dinas pekerjaan umum;
4. dinas perumahan, kawasan permukiman, dan penataan

ruang;
5. satuan polisi pamong praja;
6. dinas sosial;
7. dinas kebersihan dan pertamanan;
8. dinas pencegah dan pemadam kebakaran;
9. dinas ketenagakerjaan;
10. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan

pemberdayaan masyarakat;
11. dinas ketahanan pangan;
12. dinas lingkungan hidup;
13. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
14. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
15. dinas perhubungan;
16. dinas komunikasi dan informatika;
17. dinas penanaman modal dan perayanan terpadu satu pintu;
18. dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah;
19. dinas pertanian dan perikanan;
20. dinas perindustrian;
21. dinas perdagangan;
22. dinas pemuda dan olahraga;
23. dinas pariwisata;
24. dinas kebudayaan; dan
25. dinas perpustakaan dan kearsipan.

e. badan, terdiri atas:
1. badan perencanaan pembangunan daerah;
2. badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya

manusia;
3. badan penelitian dan pengembangan;
4. badan pengelola keuangan dan aset daerah; dan
5. badan pengelola pajak dan retribusi daerah.
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f. kecamatan, terdiri atas:
1. kecamatan medan sunggal;
2. kecamatan medan timur;
3. kecamatan medan tuntungan;
4. kecamatan medan petisah;
5. kecamatan medan labuhan;
6. kecamatan medan barat;
7. kecamatan medan maimun;
8. kecamatan medan deli;
9. kecamatan medan kota;
10. kecamatan medan denai;
11. kecamatan medan amplas;
12. kecamatan medan area;
13. kecamatan medan helvetia;
14. kecamatan medan perjuangan;
15. kecamatan medan selayang;
16. kecamatan medan tembung;
17. kecamatan medan baru;
18. kecamatan medan johor;
19. kecamatan medan polonia;
20. kecamatan medan marelan; dan
21. kecamatan medan beiawan.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 3

sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota.

sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan kewajiban membantu wali Kota dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratif.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sekretariat Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. pengoordinasian pen5rusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKpD;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

(i)

(2)
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d. pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada
instansi Daerah; dan r r-

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
a. sekretaris daerah;
b. asisten pemerintahan dan sosial, membawahkan:

1. bagian sosial, pendidikan, dan koordinasi I:
a) sub bagian sosial dan pendidikan;
b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi ; danc) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
2. bagian pemerintahan dan koordinasi II:

a) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi,
dan pelayanan administratif;

b) sub bagian forkopimda, pemilihan umrrm, ketenteraman,
dan ketertiban; dan

c) sub bagian pembinaan dan fasilitasi perangkat kecamatan,
otonomi daerah, dan tugas pembantuan.

3. bagian hubungan masyarakat dan koordinasi III:
a) sub bagian hubungan masyarakat;
b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; danc) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
4. bagian keagamaan dan koordinasi IV;

a) sub bagian keagamaan;
b) sub bagian pembinaan sumber daya manusia bidang

keagamaan; dan
c) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi,

dan pelayanan administratif.
c. asisten ekonomi, pembangunan, dan

membawahkan:
1. bagian perekonomian dan koordinasi V:

kesejahteraan rakyat,

a) sub bagian perekonomian dan perusahaan daerah;b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; danc) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan
pelayanan administratif.

2. bagian pembangunan dan koordinasi VI:
a) sub bagian pembangunan;
b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; danc) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
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3. bagian hubungan kerja sama antar kota, daerah, lembaga,
dan koordinasi VII:
a) sub bagian hubungan kerja sama antar kota dan lembaga;
b) sub bagian hubungan kerja sama antar daerah; dan
c) sub bagian perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi,

dan pelayanan administratif.
4. bagian kesejahteraan rakyat dan koordinasi VIII:

a) sub bagian kesejahteraan ralryat;
b) sub bagian perumusan kebijakan dan koordinasi; dan
c) sub bagian pengendalian evaluasi kebijakan dan

pelayanan administratif.
d. asisten administrasi umum, membawahkan:

1. bagian organisasi dan tatalaksana:
a) sub bagian tatalaksana dan pelayanan publik;
b) sub bagian peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;

dan
c) sub bagian kelembagaan.

2. bagian hukum:
a) sub bagian peraturan perundang-undangan;
b) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
c) sub bagian evaluasi dan dokumentasi.

3. bagian umum:
a) sub bagian ketatausahaan;
b) sub bagian keprotokolan;
c) sub bagian keuangan; dan
d) sub bagian rumah tangga pimpinan.

4. bagian perlengkapan dan layanan pengadaan:
a) sub bagian dokumentasi dan pengelolaan barang;
b) sub bagian perlengkapan; dan
c) sub bagian layanan pengadaan.

e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 5

(1) Bagan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I peraturan wali Kota
ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada sekretariat daerah diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 6

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan aclministratif dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DpRD.
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(2) sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secarateknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administratif iertinggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat
dan diberhentikan dengan keputusan wali- kota atas persetujuan
pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraks-i.

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)mempunyai tugas menyelenggarakan administratif
kesekretariatan dan keuangan, mendJkung pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan 

- 
mengoordinasilian

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak
dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administratif kesekretariatan DpRD;
b. penyelenggaraan administratif keuangan DpRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DpRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. sekretaris DPRD;
b. bagian administrasi kesekretariatan:

a) sub bagian kepegawaian d.an umum;
b) sub bagian perlengkapan; dan
c) sub bagian hubungan masyarakat dan keprotokolan.

c. bagian program dan keuangan:
1. sub bagian pen)rusunan program;
2. sub bagian penatausahaan keuangan; dan
3. sub bagian evaluasi dan pelaporan.

d. bagian dukungan tugas d".r- fungsi bidang anggaran dan
pengawasan:
a) sub bagian analisis pen]rusunan dan peraksanaan anggaran;
b) sub bagian analisis perencanaan dan pelaksanaan

pengawasan; dan
c) sub bagian analisis jaringan aspirasi masyarakat dan ?rcaring.

e. bagian dukungan tugas dan fungsi bidang legislasi:
1. sub bagian legislasi pemerintahan, hukum, dan politik;

(3)

(4)

(5)
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2. sub bagian legislasi ekonomi, keuangan, dan
dan

3. sub bagian legislasi kemasyarakatan dan
manusia.

kelompok jabatan fungsionai dan pelaksana.

Pasal 8

pembangunan;

sumber daya

f.

(1)

(2)

Bagan organisasi Sekretariat
dalam Pasal 7 tercantum dalam
ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai
masing jabatan struktural pada
Peraturan Wali Kota.

DPRD sebagaimana dimaksud
Lampiran II Peraturan Wali Kota

rincian tugas dan fungsi masing-
Sekretariat DPRD diatur dengan

Bagian Ketiga
Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 9

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas
Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
Inspektur.

penyelenggaraan

(1) dipimpin oleh

(4)

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (z) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada wali, Kota
melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu wali kota dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweningan
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah J"rt
perusahaan daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantarlan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan wali kota;

d. pen)rusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administratif inspektorat; dan

(s)
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f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
a. inspektur;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian perencanaan;
2. sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. sub bagian administrasi dan umum.

c. inspektur pembantu I:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

d. inspektur pembantu II:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

e. inspektur pembantu III:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

f. inspektur pembantu IV:
1. jabatan fungsional auditor; dan
2. jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

g. kelompok jabatan fungsional lainnya dan pelaksana.

Pasal 1 1

(1) Bagan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III peraturan wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada inspektorat diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

BAB IV
DINAS

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 12

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pendidikan.
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(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan.

(4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

susunan organisasi dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian Lrmum;
2. sub bagian keuangan dan perlengkapan; dan
3. sub bagian kepegawaian.

c. bidang pendidikan dasar:
1. seksi teknis edukatif pendidikan dasar;
2. seksi kurikuium dan kesiswaan sekolah dasar; dan
3. seksi kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama.

d. bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat:
1. seksi pendidikan anak usia dini;
2. seksi kursus; dan
3. seksi pendidikan masyarakat.

e. bidang sarana prasarana dan program pendidikan:
1. seksi pen5rusunan program pendidikan;
2. seksi sarana dan prasarana pendidikan; dan
3. seksi monitoring dan evaluasi pendidikan.

f. bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
1. seksi pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
2. seksi pembinaan bahasa dan sastra; dan
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3. seksi pembinaan dan pelatihan pendidik dan tenaga
kependidikan.

g. UPT;
h. satuan pendidikan formal dan non formal; dan
i. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 14

(1) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada Dinas Pendidikan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 15

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

(4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urllsan pemerintahan

bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 2, terdirt atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan dan perlengkapan; dan
3. sub bagian pen5rusunan program.

c. bidang pelayanan kesehatan:
1. seksi pelayanan kesehatan primer;
2. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
3. seksi pelayanan kesehatan tradisional.

d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
1. seksi surveilans dan imunisasi;
2. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
3. seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

dan kesehatan jiwa.
e. bidang kesehatan masyarakat:

1. seksi kesehatan keluarga dan gizi;
2. seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
3. seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga.

f. bidang kefarmasian, alat kesehatan, data, dan informasi
kesehatan:
1. seksi kefarmasian, makanan, dan minuman;
2. seksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; dan
3. seksi data dan informasi kesehatan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 17

(1) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada Dinas Kesehatan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 18

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub
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(3)
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urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan,
dan jasa konstruksi.
Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pekerjaan rtmtrm, penerangan, dan sub
urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan,
dan jasa konstruksi.

(4) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air
minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya
air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa
konstruksi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan
sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan
jasa konstruksi;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

susunan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, rnembawahkan:

1. sub bagian penJrusunan program;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian umum dan kepegawaian.

c. bidang jalan:
1. seksi perencanaan jalan;
2. seksi pemeliharaan jalan; dan
3. seksi pembangunan jalan.

d. bidang TKA dan drainase perkotaan:
1. seksi perencanaan TKA dan drainase perkotaan;
2. seksi pemeliharaan TKA dan drainase perkotaan; dan
3. seksi pembangunan TKA dan drainase perkotaan.
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e. bidang jasa konstruksi:
1. seksi penyelenggaraan jasa konstruksi;
2. seksi pengawasan jasa konstruksi; dan
3. seksi rekomendasi izin jasa konstruksi.
bidang peralatan:
1. seksi operasional alat-alat berat;
2. seksi operasional kendaraan; dan
3. seksi perbengkelan dan peralatan.
UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasa1 2O

(1) Bagan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran vI peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing*
masing jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 21

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan penataan Ruang
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan,
bangunan/gedung, dan penataan ruang.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan penataan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan
perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan,
bangunan/gedung, dan penataan ruang.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan penataan Ruang
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi:

(J
b.
h.

(1)

(21

(3)

(4)
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perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan per*ukiman, sub uru"a,
pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan
pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan
pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal22

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d
angka 4, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan pen5rusunan program.

c. bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bangunan
pemerintah:
1. seksi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. seksi bangunan pemerintah; dan
3. seksi prasarana, sarana, dan utilitas umum.

d. bidang penataan ruang dan pertanahan:
1. seksi pemetaan;
2. seksi perencanaan tata ruang;
3. seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
4. seksi pertanahan.

e. bidang penataan bangunan dan lingkungan:
1. seksi penataan dan konservasi bangunan;
2. seksi teknik bangunan gedung; dan
3. seksi pengawasan teknis bangunan dan lingkungan.
UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 23

(1) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan permukiman, dan
Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

a.

b.

C.

d.

e.

f.

f.
ob'
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal24

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban rlmllm, dan
perlindungan masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman, ketertiban llmtrm, dan perlindungan
masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang ketenteraman, ketertiban umltm, dan perlindungan
masyarakat;

d. pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai
d.engan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:
a. kepala satuan;
b. sekretaris, membawahkan:
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1. sub bagian program;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian umum dan perlengkapan.

c. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
1. seksi operasi;
2. seksi kerja sama; dan
3. seksi pengendali komunikasi.

d. bidang perlindungan masyarakat:
1. seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
2. seksi bina potensi masyarakat.

e. bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah:
1. seksi pembinaan dan penyuluhan;
2. seksi pengawasan dan penyelidikan; dan
3. seksi penyidikan dan penuntutan.

f. bidang pengendalian, pengamanan, dan pengawalan:
1. seksi pengendalian dan pengamanan barang bukti;
2. seksi pengendalian dan pengamanan aset daerah; dan
3. seksi pengawalan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasa1 26

(1) Bagan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada satuan polisi pamong praja diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 27

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang sosial.

(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan
bidang sosial.
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(4) Dinas Sosia1 dalam melaksanakan tugas sebagaimr"rr" di*u.ksud
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang sosial;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan pen5rusunan program.

c. bidang perlindungan dan jaminan sosial:
1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
2. seksi perlindungan sosial korban bencana sosial; dan
3. seksi jaminan sosial keluarga.

d. bidang rehabilitasi sosial:
1. seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti

dan/atau lembaga;
2. seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti

dan/atau lembaga; dan
3. seksi rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan

orang.
e. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:

1. seksi identifikasi dan penguatan kapasitas;
2. seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan

stimulan, dan penataan lingkungan; dan
3. seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.

f. UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 29

(1) Bagan organisasi Dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX Peraturan wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas sosial diatur dengan
Peraturan Wali Kota.
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Bagian Ketujuh
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan
kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan
kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perLrmusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan
pertamanan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan
pekerjaan umum sub urusan
sampah, dan pertamanan;

pemerintahan bidang
kebersihan, pengelolaan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan
sampah, dan pertamanan;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan ; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:
a. kepala dinas;

(3)

(4)
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b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan pen),.usunan program.

c. bidang operasional sampah:
1. seksi operasional wilayah I;
2. seksi operasional wilayah II; dan
3. seksi retribusi.

d. bidang sarana dan prasarana:
1. seksi pengembangan sarana dan prasarana;
2. seksi perawatan sarana dan prasarana; dan
3. seksi tempat pembuangan sementara dan tempat

pembuangan akhir.
e. bidang pertamanan dan penerangan:

1. seksi taman dekorasi dan makam;
2. seksi penghijauan; dan
3. seksi penerangan dan lampu hias.

f. UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 32

(1) bagan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X
Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas kebersihan dan
pertamanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 33

(1) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, sub urusan kebakaran.

(2) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum, sub urusan kebakaran.
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(4) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan
kebakaran;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi dinas dinas pencegah dan pemadam kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 2 huruf d angka 8, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penJ,'usunan program.

c. bidang pencegahan dan pemberdayaan:
1. seksi pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan;
2. seksi bina kualitas personil; dan
3. seksi hubungan teritorial dan sektoral.

d. bidang inspeksi dan investigasi:
1. seksi inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
2. seksi investigasi kebakaran; dan
3. seksi pendataan dan retribusi.

e. bidang operasi pemadaman dan penyelamatan:
1. seksi penyuplai bahan pemadam;
2. seksi penyelamatan; dan
3. seksi pengendali komunikasi.

f. bidang dukungan sarana dan prasarara;
1. seksi perawatan dan perbengkelan;
2. seksi penyediaan dan pergudangan; dan
3. seksi peralatan dan perlengkapan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
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Pasal 35

(1) Bagan organisasi dinas pencegah dan pemadam kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam
Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas pencegah dan pemadam
kebakaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

(1) Dinas Ketenagakerjaan
Pemerintahan bidang
ketransmigrasian.

Pasal 36

merupakan unsur pelaksana Urusan
tenaga kerja dan sub urusan

(2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan
ketransmigrasian.

(4) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga

kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga

kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian pen5rusunan program.

c. bidang pelatihan dan produktivitas:
1. seksi lembaga dan instruktur;
2. seksi sertifikasi; dan
3. seksi produktivitas tenaga kerja dan pemagangan.

d. bidang penempatan tenaga kerja:
1. seksi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
2. seksi penempatan tenaga kerja luar negeri; dan
3. seksi informasi pasar kerja dan ketransmigrasian.

e. bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
1. seksi perselisihan;
2. seksi syarat kerja; dan
3. seksi pengupahan.

f. bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
1. seksi hubungan industrial;
2. seksi kelembagaan; dan
3. seksi jaminan sosial dan purna kerja.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 38

(1) Bagan organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran xII peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas ketenagakerjaan diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan, TUgas, Dan Fungsi

Pasal 39

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsllr pelaksana urusan
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(2)

(s)

pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan
sub urusan pemberdayaan masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, dan
Pemberdayaar'r Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan
sub urusan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (S) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan
pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan Ltrusan pemerintahan bidang
perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan
pemberd ay aar, masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan
pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.2
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data,
dan informasi:
1. seksi pelembagaan pengarr-rsutamaan gender dan

pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
2. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan

pernberdayaan perernpuan bidang sosial politik dan hukurn;
dan

(41
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3. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan
informasi.

d. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus
anak:
1. seksi perlindungan hak perempllan;
2. seksi perlindungan khusus anak; dan
3. seksi data kekerasan perempuan dan anak.
bidang pemenuhan hak anak:
1. seksi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
2. seksi hak sipil, informasi, dan partisipasi; dan
3. seksi kesehatan dasar dan kesejahteraan.
bidang pemberdayaan masyarakat:
1. seksi partisipasi dan lembaga kemasyarakatan;
2. seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi

tepat guna; dan
3. seksi pemberdayaar, sosial budaya masyarakat dan

kesejahteraan keluarga.
UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 41

Bagan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan
Wali Kota ini.

Ketetntuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi
masing-masing jabatan struktural pada dinas pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 42

Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pangan.

Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan rrmsan
pemerintahan bidang pangan.

e.

f.

(1)

(2)

(2)

(3)
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(4) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang pangan;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan ; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d angka 1 1, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
1. seksi ketersediaan pangan;
2. seksi sumber daya pangan; dan
3. seksi kerawanan pangan.

d. bidang distribusi dan cadangan pangan:
1. seksi distribusi pangan;
2. seksi harga pangan; dan
3. seksi cadangan pangan.

e. bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan:
1. seksi konsumsi pangan;
2. seksi promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
3. seksi pengembangan pangan lokal.

f. bidang keamanan pangan:
1. seksi kelembagaan keamanan pangan;
2. seksi pengawasan keamanan pangan; dan
3. seksi kerja sama dan informasi keamanan pangan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasai 44

(1) Bagan organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran xIV
Peraturan Wali Kota ini.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan strukturai pada dinas ketahanan pangan diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 45

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan
dan sub urusan energi sumber daya mineral.

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan
dan sub urusan energi sumber daya mineral.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan
energi sumber daya mineral;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan
energi sumber daya mineral;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
iingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan
energi sumber daya mineral;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 46

susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
dirrraksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:
a. kepala dinas;

(1)

(2)

(3)

(+)
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b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian perlengkapan dan umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian pen5rusunan program.

c. bidang tata kelola lingkungan:
1. seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;
2. seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan
3. seksi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL).

d. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:
1. seksi pengendalian pencemaran air dan tanah;
2. seksi pengendalian pencemaran udara; dan
3. seksi pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah

Bahan Bahaya Beracun.
e. bidang penegakan hukum lingkungan:

1. seksi pengawasan lingkungan hidup;
2. seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
3. seksi penerapan sanksi administratif.

f. bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan:
1. seksi sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral;
2. seksi bina komunitas dan jejaring informasi; dan
3. seksi konservasi dan kehutanan.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 47

(1) Bagan organisasi dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XV Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas lingkungan hidup diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 48

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.
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(2) Dinas Kepend.udukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota
melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan penc atatan sipil.

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 49

susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk:
1. seksi identitas penduduk;
2. seksi pindah datang penduduk; dan
3. seksi pendataan penduduk.

d. bidang pelayanan pencatatan sipil:
1. seksi kelahiran;
2. seksi perkawinan dan perceraian; dan
3. seksi perubahan status anak, pewarganegaraan, dan

kematian.
e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan:

1. seksi sistem informasi administrasi kependudukan;
2. seksi pengelolaan dan penyajian data; dan
3. seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi

komunikasi dan informasi.
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bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan:
1. seksi kerja sama;
2. seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan3. seksi inovasi pelayanan.
UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 50

Bagan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tercantum dalam
Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas kependudukan dan
pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan, TU.gas, Dan Fungsi

Pasal 51

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

(4) Dinas Pengendalian Penduduk dan
melaksanakan tugas sebagaimana
menyelenggarakan fungsi:

Keluarga Berencana dalam
dimaksud pada ayat (3)

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga trerencana;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berlncana;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14,
terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian pen5rusunan program.

c. bidang pengendalian penduduk:
1. seksi penJrusunan parameter kependudukan;
2. seksi kerja sama pendidikan kependudukan; dan
3. seksi analisis dampak kependudukan.

d. bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi:
1. seksi kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan

swasta;
2. seksi kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran

khusus; dan
3. seksi kesehatan reproduksi.

e. bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga:
1. seksi bina keluarga balita, anak, dan ketahanan keluarga

lanjut usia;
2. seksi ketahanan remaja; dan
3. seksi pemberdayaan ekonomi keluarga.

f. bidang kemitraan, data, dan informasi:
1. seksi hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan;
2. seksi data; dan
3. seksi informasi.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 53

(1) Bagan organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga
berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal s2 tercantum
dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas pengendalian penduduk
dan keluarga berencana diatur dengan Peiaturan Wali f-ota.
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Bagian Kelima Belas
Dinas Perhubungan

Paragta{
Kedudukan, Tugas,

1

Dan Fungsi

(1)

i?)

Pasal 54

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintalean bidang perhubungan'

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Ke[ala Dina? {""g berkedudY$" di bavrah dan

bertangg.rrrgS.*'"il rt"p"au wati i<Ita melalui Sekretaris Daerah'

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat i1)

mempunyai tugal memba"tu wali kota melaksanakan uru'san

p"*Jtitttrhan bidang perhubungan'

DinasPerhubunganda]ammelaksanakantugassebagaimana
dimaksud pada "i"t tgt menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan 
- 
keUijakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan;
pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan;
pelaksanaan evaluasi dan peiaporan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;
pelaksanaan ,Jili.ri*t'*tif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnYa;
e.pelaksanaantugaspembantuanberdasarkanatasperaturan

perundang-undangan; dan
f. peiaksanaa* fungJi l.itt yang diberikan oleh wati kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa'

1e1
l.r l

l4\

b.

C.

d.

Pxagtaf 2

Susunan Organisasi

Pasal 55

susunal organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf d angka i5, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, memba$'ahkan:

1. sub bagian kePegawaian dan umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian perencanaan dan evaLuasi'

c. bidang sarana dan prasarana angkutan:
1. seksi pengujian sarana;
2. seksi pengoperasian prasarana; dan
3. seksi Perencanaan, Pembangunan,

prasarana.
dan pemeliharaan
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d. bidang lalu lintas dan angkutan:
1. seksi manajemen dan rekayasa laiu lintas;
2. seksi angkutan jalan; dan
3. seksi laut dan rei.

e. bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
1. seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
2. seksi pengendaiian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan;

dan
3. seksi bimbingan dan keseiamatan lalu lintas dan angkutan.

f. bidang perparkiran:
1. seksi parkir wilayah I;
2. seksi parkir wilayah II; dan
3. seksi parkir khusus.

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasai 56

(1) Bagan organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan
Wali Kota ini.

(2) Ketetntuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi
masing-masing jabatan struktural pada dinas perhubungan
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Belas
Dinas l{omunikasi Dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 57

(i) Dinas Komunikasi Informatika merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub
urusarr statistik dan sub urusan persandian.

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada
ayat (i ) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

{3} Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas memhantu wali kota melaksanakan
urusari pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub
urusan statistik dan sub urusan persandian.
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{4} Dinas Komunikasi dan informatika dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, sub urusan statistik ctran sub
urusan persandian;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub
urusan persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusall pemerintahal
bid,ang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan
sub urusan persand,ian;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh rvali kota terkait
dengan tugas dan fungsinYa.

Paragral'2
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang informasi dan komunikasi publik:
1. seksi media luar ruang;
2. seksi komunikasi massa; dan
3. seksi pengelolaan dan pelayanan informasi.

d. bidang teknologi dan apiikasi informatika:
1. seksi aplikasi dan pengembangan informadka;
2. seksi pemberdayaan telematika; dan
3. seksi infrastruktur dan jaringan sistem informasi.

e. bidang statistik:
1. seksi pengumpulan dan pengolahan data;
2. seksi analisis data dan informasi; dan
3. seksi penyajian data.

f. Lridang persandian:
1. seksi tata kelola persandian;
2. seksi pemberdayaan persandian; dan
3. seksi pengelolaan materii dan jaringan

persandian.
g. bidang pengendalian:

1. seksi pengendalian telekomunikasi dan internet;
2. seksi pengamanan persandian: dan
3. seksi pengamanan informasi.

h. UPT; dan
i. keiompok jabatan fungsional dan pelaksana.

sebagaimana

komunikasi
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(1)

(21

(1)

{2}

(s)

/ A\t'rl

Pasal 59

Bagan organisasi dinas komunikasi dan informatika sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XiX
Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas komunikasi dan
inforuiatika diatur dengan Peraturan Waii Kota.

Bagisp Ketujuh Belas
Dinas Penanaman Modat Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu

traragraf
Kedudukan, Tugas,

Pasal 60

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan unsur pelaksana Llrusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
seLragaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepatra Dinas
yang herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan peiayanan terpadu satu pintu;

b. peiaksanaan kebijakan urusau. pemerintahan bidang
penananlan rnodal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang penanaman modal dan peiayanan terpadu satu pintu;

d. pelaksanaan administrasi djnas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oieh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

1

Dan Fungsi
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Fasal 6 1

( 1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal Z
huruf d angka 17, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian kepegawaian; dan
3. sub bagian keuangan.

c. kridang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
1. seksi pengolahan data dan informasi;
2. seksi perencariaan; dan
3. seksi pemberdayaan usaha"

d. bidang promosi penanaman modal:
1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
3. seksi sarana dan prasatana promosi penanafilan rrrodal.

e. bidang pengendaiian pelaksanaan penanaman modal,
pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan

penanafilan modal;
2. seksi pengaduan dan informasi layanan; darl
3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan

layanan.
f. bidang pelayanan perizinan usaha da:e tanda daftar:

1. seksi pelayanan izin gangguan;
2. seksi pelayanan izin usaha; dan
3. seksi pelayanan tanda daftar.

g. bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan
hidup:
1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
2. seksi perizinan perhubungan; dan
3. seksi perizinan lingkungan hidup.

h. bidang perizinan kesehatan, ketenagakedaan, .dan perizinan
lainnya:
1. seksi perltzinan petugas kesehatan;
2. seksi perizinan layanan kesehatan; dan :

3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya-
i. kelompokjabatan fungsional dan pelaksana.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu pintu
sesuai dengan kebutuhan.



i3) Tim Teknis Pelayanan
dimaksud pada a5zat t2)
dinas lingkup pelayanan
teknis eksternal dinas
Wali Kota.
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Terpad.u Satu Pintu seba.gaimana
beranggotakan tenaga teknis internal
terpadu satu pintu danf atau tenaga
yang ditetapkan dengan Keputusan

{4)

is)

(i)

1.})

Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan
sesuai dengan bidangnya.

Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk
pertimbangan teknis dalam rangka memberikan
p erizinan dan nonp eitzinan.

sebagaimana
kemampuan

sebagaimana
mernberikan
rekomendasi

Pasal 62

Bagan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6L ayat (1i
tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing*
masing jabatari struktural pada dinas penanafiIan modal dan
pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan, Tbgas, Dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil,
dan menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepa1a Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kata
melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu rvali kota
melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha
kecil, dan menengah.

(1)

t2j

(3)
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(4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan
tugas setagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan

fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang }<operasi,

usaha kecil, dan menengah;
b. pelaksanaan kebijakan ,t.r*r.., pemerintahan bidang }<operasi,

usaha kecil, dan menengah;
C. pelaksanaan evaluasi a,, pelaporan urusan peme.rintaharr

tiar,.tg koperasi, usaha kecil, dan menengah;

d. pelakJanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnSra;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. peiaksana"an fung*i t"it yang diberikan oleh wali kota terkait

d".tg"t, tugas dan fungsinYa'

Paragrat 2

Susunan Organisasi

Pasal 64

susunan organisasi Dinas Koperasi, usaha Kecil, dan Menengah

sebagaimn * ai-ut sud. d.a]am Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:

a. kepaia dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program'

c. bidang Pemberdayaan koPerasi:
1. *.[*i bina kelembagaan koperasi;
2. seksi bina permodaian koperasi; dan
3. seksi bina Lsaha dan kemitraan koperasi'

d.bidangpemberd.ayaanusahamikro,kecil,danmenengatr:
1'seksipembinaandanpengembangarrusatramikro,kecil,dan

menengah;
2. seksi bina Permodalan dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

dan
3. seksi kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah.

e. bidang informasi promosi dan evaluasi:
1. seksi data dan informasi;
2. seksi Promosi; dan
3. seksi monitoring dan evaluasi'

f. UPT; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan peiaksana'

Pasal 65

(1) Bagan organisasi Dinas Koperasi,_usaha-Keci1, da1 Menlnsah

sebagaimanadimaksuddalamPasa]64tercantumdalam
t-ampiran XXI Peraturan Wali Kota ini'



{1)

1D\
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{2) Ketentuan lebih ianjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas koperasi, usaha kecil, dan
menengah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Pertanian Dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 66

Dinas Pertanial dan Perikanan merupakan unsur peiaksana
unrsan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan,
sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan'

Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oieh l(epala Dinas yang berkedudukan d.i bawah
dan bertanggung jawab kepada V/ali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota meiaksanakan
,.r*u:r' pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan,
sub urusan peternakan, dan sub Llfllsan penyuiuhan.

Dinas Pertanian dan Perikanan daiam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertalian,

sub urusan perikanan, sub urusall peternakan, Can sub
urusan penyuluhan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang
pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan,
dan sub urusan penyuluhan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
biciang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan
peternakan, dan sub urusan penyuluhan;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan iingkup
tugasnya;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya-.

Paragrat 2
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunal Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 19, terdiri atas:
a. kepala dinas;

(3)

i4)
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b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program.

c. bidang tanaman pangan dan hortikttltura:
1. seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
2. seksi pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian;

dan
3. seksi prasarana dan sarana pertanian.

d. bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat
veteriner:
1. seksi peternakan;
2. seksi kesehatan hewan; dan
3. seksi kesehatan masyarakat veteriner.

e. bidang perikanan tangkap:
1. seksi prasarana dan sarana penangkapan ikan;
2. seksi pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan;

dan
3. seksi produksi dan pengawasar perikanan tangkap.

f. bidang perikanan budidaya:
1. seksi prasarana dan sarana budidaya perikanan;
2. seksi produksi dan pengembangan teknologi budidaya

perikanan; dan
3. seksi pengawasan budi daya perikanan.

g. bidang penguatan daya saing usaha dan produk pertanian,
peternakan dan perikanan :

1. seksi bina mutu dan diversifikasi;
2. seksi pembinaan dan pengembangan usaha; dan
3. seksi pengawasan dan pengendalian usaha dan produk.

h. UPT; dan
i. keiompok jabatan fungsional dan pelaksafla.

Pasai 68

(1) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XXII
Peraturan Wali Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungs:i masing-
masing jabatan struktural pada dinas pertanian dan perikanan
diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagran Kedua Puluh
Dinas Perindustrian

Paragraf 1

Kedudukan, TUgas, Dan Fungsi

Pasal 69

{i} Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang perindustrian.



t2)

i3)

i4)

4B

Dinas Perind,ustrian sebagaimana dimaksud pada *y?t (1)

dipirnpin oleh Kepala Dina" y*s berkedudukan di bawah dan

Uertanggung jawaL kepada Wali Kota meialui Sekretaris Daerah'

Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusart
pemerintahan bidang perindustriarr'

Dinas Perindustrian daiam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan 
- kebijakan urusan pemerintahan bidang

perindustrian;
b.pelaksanaankebijakanurusanpemerintahanbidang

perindustrian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perindustrian;
d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnYa;
e. p*Ir.k"u.rraan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaan fungJi tu1, yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa'

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

susunan organisasi dinas perindustrian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal i huruf d angka 20, terdiri atas:

a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program'

c. bidang industri agro:
1. seksi agro, hasil hutan, dan furnitur;
2. seksi kimia hulu dan hiik; dan
3. seksi ind-ustri kecil dan menengah'

d. bidang industri dasar dan aneka;
l.seksiindustrilogam,mesin,danelektronika;
2. seksi industri sandang; dan
3. seksi ind,ustri kimia, b^h"r, baflgunan, dan keramik.

e. bidang pembinaan dan pengawasarr industri, kecil, dan

menengah;
1. seksi Pameran dan Promosi;
2. seksi infr:rmasi industri; dan

f.
o'b'

3" seksi penYuluhan.
UPT; dan
kelompok jabatan fungsionai dan pelaksana'
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Pasal 7i

Bagan organisasi Dinas Perind"ustrian sebagaimana dimaksud
daiam Pasai 70 tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan
Wali Kota ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada dinas perindustrian diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

{2}

Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Perdagangan

Paragraf 1

Kedud.ukan, Tugas. Dan Fungsi

Pasal72

{1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang perdagangan'

t2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d1pimpin oleh KJpah Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jarnab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah'

{3) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (u
mempunyar tugas memLrantu wali kota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perdagangan'

i4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

d.imaksud pu.du. ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. per:umusan 

- 
kebijakan- urusan pemerintahan bidang

perdagangan;
b. peiakJanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perdagangan;
c. pelaksanJan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang perdagangan;
d. pelaks-Jn aarl u.d*itti*t u.tif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnYa;'
e. p"iu.k*r.t,.u.*r,. tugas pembantuan berdasarkan peraturan

perundang-undangan; dan
f. pelaksanaln fung*i 1"in yar:rg diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa.

Susunal Organisasi
dalam Pasal 2 huruf d

a. kepala dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud
angka 21, terdiri atas:
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b.

c.

ci.

e.

sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program'
bidang sarana prasararia distribusi perdagangan dan

pemberdayaan Pasar:
1. seksi sarana dan prasaranaperdagangan;
2. seksi monitoring harga dan pemberdayaan pasar; dan
3. seksi distribusilarang kebutuhan pokok dan bahan penting/

strategis.
bidang bina usaha ekonomi kreatif dan perdagangall luar negeri:

1. seksi bina iklim usaha dan kemitraan perdagangan;

2. seksi promosi penggunaan produk dalam negeri; dan
3- seksi 

-penguatan pot"tr*i ekonomi kreatif perdaganga"n luar
negeri.

bidan[ pengamanan perdagangan dalam negeri dan tertib niaga:

1. 
""t "i 

fasilitas dan t<e4a sama perdagangan dalam negeri;

2. seksi pemberdayaan dan perlindungan konsumen; dan
3. seksi tertib niaga dan penga\Masan barang beredar dan jasa.

UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana'

Pasal 74

Bagan organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV Per:aturan

Wali Kota ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi rnasing-
masing jabatan struktural pada d.inas perdagangan diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 75

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pemuda dan Oiahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan berlanggung jawab kepada lMali Kota melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan
,r-rt, *u"rr. peinerintahan bidang kepemudaan dan olahraga'

fa.

C'

(1)

{2)

(1)

(2)

(3)
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(4}DinasPemud.adanoiahragadatammelaksanakan.tugas
sebagaimanadimaksudpadaayatis}menyelenggarakanfungsi:
a. perumusan kebijatan uru$an pemerintahan bidang

kePemudaan dan olahraga;
b.pelaksanaankebijakanurusanpemerintahanbidang

kePemudaan dan olahraga;
c. pelat<sanaan evaj"uasi d; pelaporan urusan pemerintahan

tiau.t g kePemud aar. dan olahraga;

d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnYa;
e.pelaksanaantugaspembantuanberdasarkanatasperaturan

perundang-undangan ; dan
f. pelaksanr-?,t f'"'gJi t''l',u"* diberikan oleh waii kota terkait

d.t grtt tugas dan fungsinYa'

Paragtal 2
Susunan Organisasi

Pasal 76

susunan Dinas pemuda dan oiahraga sebagaimana dimaksutd dalam

Pasal 2 huruf d angka 22, tetdtri atas:

a. kepala dinas;
h. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan

3. sub bagian Penyusunan Program'
c. bidang iaYanan [ePemudaan:

1. setsi PenYadaran Pemuda;
2. seksi Pemberdayaan Pemuda; dan

3. seksi Pengembangan Pemuda'
d. bidang PembudaYaan olahraga:

1. seksi olahragl pendidikan datr sentra olahraga;

2. seksi "1;;;" iekreasi, trad.isional, 6an laya,an khu.sus; dan

3. seksi Penghargaan olahraga'
e. bidang peningkatan prestasi olahraga:

1. seksi p"iluiuit ir, ilmu 
- 

p.rg6tu.h,ru.n dan teknologi, dan

tenaga keolahragaan;
2. seksi promosi ol*h"'g'' dan olahraga prestasi; dan

3. seksi standarisasi olahraga'
f. bidang sarana prasarana dan kemitraan:

1. setsi *u-.tra dan prasatallapemuda;
2. seksi sarana dan prasa-rana olatrraga; dan

3. seksi kemitraan pemuda dan olahraga,

UPT; dan
keiompok jabatan fungsional dan pelaksana'

PasalTT

(liBaganorganisasidinaspemudadanolahragasebagaimana
dimaksud d;;; pu^[i z?--lercantum dalam Lampiran xxv

Peraturan Wali Kota ini'

d6'
h.
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-

masing jabatan strrlktural pada d,inas kepemudaan dan olahraga

diatur dengan Peraturan Waii Kota'

Bagian Kedua Puluh Tiga
Dinas Pari'or"isata

Paragraf 1

Kedudukan, Tlrgas, Dan Fungsi

Pasal 78

Dinas Pariwisata meruPakan
pemerintahan bidang Pariwisata'

Dinas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ctipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawabt.epadaWaliKotamelaluiSekretarisDaerah.

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

mempuriyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusall
pemerintahan bidang Pariwisata'

Dinas Parivrrisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pad'a ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a'perumusan"kebijakanurusanpemerintahanbidang

pariwisata;
t|. ielaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang pariwisata;
d. pelaksanaan administratif clinas sesuai dengan lingkup

tugasnYa;
e. p"Lrk**rraan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan ; dan
f. pelaksanaan fung*i trin yang diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa'

Peragtaf 2
Susunan Organisasi

Pasal 79

susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dirnaksud daiam

Pasal 2 huruf d angka 23, terdiri atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

i. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program'

unsur pelaksana urusanrll

t:2)

IJJ

(4)
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bidang sarana Pariwisata:
1. seksi akomodasi wisata;
2. seksi usaha jasa makanan dan minuman; dan

3. seksi usaha jasa Pariwisata'
bidang destinasi wisata;
1. seksi daYa tarik wisata;
2.seksipengelolaankawasanstrategispariwisata;dan
3.seksipengembangafiekonoruikreatifdansumberdaya

pariwisata.
bidang pemasaran;
1. seksi informasi;
2. seksi promosi; dan
3. seksi penyuluhan dan kerja sarna wisata'
UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan peiaksana'

Pasal 80

( 1) Bagan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 79 tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan wa-li Kota

ini.

i2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-

masing jabatan strlktural pada dinas pariwisata diatur dengan

Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh EmPat
Dinas KebudaYaan

Paragraf 1-

Kedudukan, Tlrgas, Dan Fungsi

Pasal 81

(1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksa:ea urusan
pemerintahan bidang kebudaYaan '

(2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ciipimpin

oleh Kepala Dlnas ya'.g berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kLpada wati Kota melalui sekretaris Daerah.

(3) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyal tugas membantu wali kota melaksanakan urusall
pemerintahan bidang kebudaYaan'

i4) Dinas KeLrudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat {3) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan-kebijakanurusanpemerintahanbidang
kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintatran bidang

kebudayaan; ran no1q.nra11 r tahanc. pelaksanaan evaluasi dan peiaporan urusan pemerln

bidang kebudaYaan;

t.

(}
b'
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d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup
tugasnYa;

e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan; dan

f. pelaksana-an fung"i t"kr yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinYa.

PatagraI2
Susunan Organisasi

Pasal 82

susunan organisasi dinas kebud,ayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d angka 24, terdin atas:
a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan prograln'

c. bidang kebudayaan dan cagar budaya:
1. seksi kebudaYaan;
2. seksi cagar budaYa; dan
3. seksi PenYuluhan.

d. bidang kesenian tradisional sejarah dan permuseuman:

1. seksi kesenian tradisional;
2. seksi pembinaan sejarah Iokal; dan
3. seksi Pefinuseuman-

e. kelompok jabatan fungsional dan peiaksana'

Pasal 83

(liBaganorganisasidinaskebudayaansebagaimanadimaksud
dalam Pasal 82 tercantum da]a.m Lampiran xxvll Peraturan

Wa-li Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tr-rgas dan fungsi masing-\ / 
masing jabatan strr].ktural pada dinas kebudayaan diatur dengan

Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Puluh Lima
Dinas PerPustakaan Dan KearsiPan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

{liDinasPerpustakaand.anKearsipanmerupakanunsurpelaksana
urusarrpemerintahanbidangperpustakaandankearsipan.

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) oipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertangf,nng jawab- kepada Wali Kota melalui Sekretaris

l)aeran.
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(4)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) mempunyai tugas membantu wa-li kota melaksanakan
*r, u"r.' p **"rintr.han bidan g perp u s takaan, bidan g kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a.perumusankebijakanurusanpemerintahanbidang
perpustakaan dan kearsiPan;

b. peliksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

perpustakaan dan kearsiPan;
c. peiu,ksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

tldat g perpustakaan dan kearsipan;
d. peiakJinaan administratif dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya;
e- pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan

perundang-undalgan; dan
f. pelaksanaan fungJi tujt, yang cliberikan oleh wali kota terkajt

dengan tugas dan fungsinYa.

Paragra{ 2
Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

i. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program'

c. bidang p"rrg"*bangan kolJksi, layanan, dan konservasi bahan

pustaka:
1. seksi pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;

2. seksi i"y*na., otomasi dan keda sama; dan
3. seksi konservasi bahan pustaka'

d. bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca:
1. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
2. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;

dan
3. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

e. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan:
1. ""t *i 

pembinaan perangkat daerah, perusahaan daerah,
organisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat;

2. selsi pengawasa' perangkat daerah, perusahaan daerah,

organisasi masyarakat, orga-nisasi politik, dan masyarakat;
dan

3. seksi pembinaan surnber daya manu,sia dan kearsipan.

f. bidang pengelolaan dan layanan pemanfaatan arsip:

55

1. seksi pengelolaan arsiP;
2" seksi akuisisi, Pengelolaan, dan
3. seksi laYanan dan Pemanfaatan

preservasi arsiP; dan
sistern informasi kearsiPan.
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Cf

1^
11.

{1}

{.2}

(1)

{)\

UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasai 86

Bagan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana
Aimat<sud dalam Pasal 85 tercantum dalam Lampiran XXVIII
Peraturan Wali Kota ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pacla dinas perpustakaan dan
kearsipan diatur dengan Peraturan Wali Kota;

BAB V
BADAN

Bagian Kesatu
Bad,an Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 87

Badan Perencanaan PembangUnan Daerah merupakan tlnsur
penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan
pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukin d,i bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebag,aimana

dimaksud pad.a ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota
dalam meiaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksalakan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) menyelenggarakan

a.. penyusunan kebijakan teknts perencanaan pembangunan
daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan

pembangunan daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusall

pemerintahan lingkup perencanaan pembangurian daerah
terdasarkan ata,s peraturan perundang-undangan; dan

e. peiaksanaan fung^si lain ya]lg diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dal fungsinYa.

(3)

(:l) Baclan
tugas
fungsi:
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Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah

seLragaimr..trti*r.ksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdj'ri atas:

a. kepala badan;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub Lragian penyusunall program'

c. bidang ekonomi:
1. *rrt, bidu"rrg industri perdagangan dan pertanian;
2. sub bidan[ kop"tu."i dan usaha kecil menengah; dan
3. sub bidang investasi dan pariin'isata'

d. Lridang sosial budaYa:
1. sub bidang pendidikan dan kelrudayaan;
2. sub bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
3. sub bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;

e. bidalg fisik dan tata ruang:
1. sub bidat g tata ruang dan lingkungan hidup;
2. sub bidang Prasarana kota; dan
3. sub bidang perumahan dan kawasan permukiman'

f. bidang data rnonitoring dan evaluasi;
1. sub bidang data dan informasi;
2. sub bidang monitoring dan evaluasi; dan
3. sub bidang analisis dan pelaporan'

g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana'

Pasal 89

{1) Bagan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah

seblgaimana dimaksud dalam Pasal 88 tercantum dalam
Lampiran XXIX Peraturan Wali Kota ini.

{2i Ketentuan lebih lanjut mengenai r:incian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan struktural pada badan perencanaail
pembangunan daerah diatur dengan Peraturan wali Kota.

Bagian Kedua
Badan Kepegarvaian Daerah Dan Pengembangan

Sumber DaYa Manusia

Paragraf
Kedudukan, Tugas,

1
-L

Dan Fungsi

Pasa1 90

{1} Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan sumber Daya

Manusia mJrupakan unsur penunjang urusafl' pemerintahan

lingkup kepegawaian dan pengernbangan sumber daya manusia.
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't2)

(3)

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan sumber Daya

Manusia sebagaimarra dimaksud pada ayat {1) dipimpin oleh

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawabkepadawaliKotamelaluiSekretarisDaerah.

Bad'anKepegawaianDaerahdanPengembarrganSumberDaya
Manusia sebagaimana dimaksud" pada ayat {1) mempunyai tugas

rnembantu *rti kota melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber

daya manusia.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

padaayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan 

" 
tcetljat an teknis kepegawaian dan

-pengemnangan 
sumber daya manusial

b. peiaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan

pengembangan sumber daYa manusia;
c. penranta,rr.rr, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber

daya manusia; -d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsl penunjang urusari

pemerintahan tingkup kepegawaian- dan pengernbangan

sumberdayamanusiaberdasarkanatasperaturan
perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fung*i tujn yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinYa'

i4)

Patagraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9 1

Susunan orga:risasi badan kepegawaian daerah dan

sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

angka 2, terdiri atas:
a, kepala badan;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian Penyusunan Program'

c. bidang mutasi dan kesejahteraan pegawai:

1. sutr bidang mutasi;
2. sub bidang kePangkatan; dan
3. sub bidang r."i.j"t teraan dan fasilitasi profesi

d. bidang pengembangan karier:
1. sub bidang jabatan;
2. sub bidang disiPlin; dan
3. sub bidang penilaian dan evaiuasi kineda'

e. bidang p"ttgad"u-n dan data kepegawaian:
1. sutr bidang data dan arsiP;
2. sub bid,ang pengembangan sistem informasi; dan

3. sub bidang Pengadaan.

pengembangan
Pasal 2 huruf e

pegawai ASN.
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f. bid.ang Pegernbangan sumber
i. sub bidang Pendidikan

sertifikasi;
2. sub bidang Pengembangan
3. sub bidang PenCidikan dan

UPT; dan
keiompok jabatan

daya manusia:
d; pelatihan kePemimPinein

kompetensi; dan
pehlihan teknis fungsional'

fungsional dan Pelaksana'

dan

afb'
h.

ti)

(:2)

Pasal 92

Baganorganisasibad-ankepegawaiand.aerahdanpengembangan
sumber daya ;;;u ".u.g;.i*.na 

dimaksud dalam Pasal 91

tercantum dalam Lampiran >Ofi Peraturan Wali Kota ini'

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi rnasing-

masing jabatan "t"'ftt"t"f 
"pada badan kepegawaian daerah dan

pengembangansumberdayamanusiadiaturdenganPeraturan
Wali Kota.

Bagian Ketiga
Bad'an Penelitian Dan Pengembangan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 93

(1)Badan.PenelitiandanPengembat'qan-merupakanunsur
penun1ang urusan pt*te]'lir'"" t-ingi<up penelitiem dan

pengembarigan' i{'

(2) Badan Penelitian dan Pengemb.ut'gT sebagaimana dimaksud

pad,a ayat (i) dipimpin oleh Rlp"r" P"O"i yattg berkedudukan di

bawah dan bertanggung ffiil ft"p"a" w"ti Kota melalui

Sekretaris Daerah'

(3) Badan Peneiitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1i mempunfai tugas membantu wali kota

melaksanakan fungsi p"'l"l';artg urusan pemerintahan lingkup

penelitian dan Pengembangan'

(a) Badan Penelitian dan Pengembange'n dil"q melaksanakan tugas

sebagarm^t* Oi**ft"uA pu'A'' ayttlS; menyelenggarakan fungsi :

a. p*rryr"rr*, t 
"ti3ur.*r. 

t"cl* penelitian dan pengemtrangan;

b. pelaksanaan tugas 'f"ft""S*" teknis penelitian dan

Pengembangan;
c. pemant;""i,--"""1uasi' dan pelapo-l11 pelaksanaan tugas

dut<ungln i"Li* penelitian dan pengembangan;

d.pembinaanteknisp""ytl"t'ggaraanfungsipenunjangurusan
p"*"tirrtur,* ringftuf frfneHtian dan pengembangan

b erd.asarkan atas peraturarl perundan g- undan gan ; dan

e. p"tai.sa,aa. rungsi 1"i" ;;;; diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa'
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Paragral 2

Susunan Organisasi

Pasal 94

susunan organisasi badan penelitian dan pengembangan

*"t^g*i*ana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

a. kepala badan.
L). sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum; dal
2. sub bagian keuangan dan penyusunan program'

C'bidangpemerintahan,pengkajianperaturandaninovasidan
teknologi:
1. suLr bidang penyelenggaraan pemerintahan;
2. sub bidang a"t" dan pengkaiian peraturan; dan

3. sub bidang inovasi dan teknologi'
d. bidang sosial dan kePendudukan:

i. sub bidang sosial dan budaYa;
2. subr bidang kePendudukan; dan
3. sr-rb bid,ang pemberdayaan masyarakat'

e. bidang ekonomi dan Pembangunan:
1. sub bidang ekonomi;
Z. sub bid,a,[ sumber daya alam da, lingkungan hidup; Can

3. sub bidang p"t g*-bangari wilayah, fisik' dan prasarana'

f. UPT; dan
g. keiompok jabatan fungsional dan pelaksana'

Pasal 95

Bagan organisasi badan penelitian dan pengembat'qat

sekr"agaiman-a dimaksud dalam Pasal 94 tercantum dalam

i.ampirar. XXK Peraturan Wali Kota ini'

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-

masing jabatan 
"struktural pada u"a?1 peneiitian dan

p.t g.*bangan d,iatur dengan Peraturan Wali Kota'

Bagian KeemPat
Badan Pengelola Keuangal Dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 96

Badan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemJrintahan lingkup pengelolaan keuangan

dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana

dimaksud fada ayat (fi dlplmpin oleh Kepala Badan yang

herkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

(1)

i2\

(1)

tzl
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(3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana

dimaksud, piau ayat (1) *"*prttyai tugas membantu wali kota

melaksanakan fungsi'penunjang urusan pemerintahan ningkup

pengelolaan keuangan dan aset daerah'

(4) Badan
tugas
fungsi:

Paragral2
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi badan pengelola keu-angan dan

sebagaimrt r. ai-rt sud dalam Pasal 2 huruf e ang!<a 4'

a. kepala badan;
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub, bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian penyusunan program'

c. bidang anggaran:
1. sub bidang PendaPatan;
2. sub bidang belanja langsung; dan
3. sutr bidang belanja tidak langsung'

d. bidang Perbendaharaan:
1. sub bidang belanja;
2. sub bidang kas; dan
3. sub bidang fasilitasi gaji.

e. bidang akuntansi:
1. sub bidang Pernbukuan;
2. sub bidang PelaPoran; dan
3. sub bidan[ pengolahan data dan informasi'

f. bidang aset dan investasi:
1. 

".rE 
bidu"ttg pendataan dan inventarisasi aset;

2. sub bidang pengendalian dan pengawasalL aset;

3. sub bidang pembiayaan dan investasi'
UPT;
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana'

pengelola Keuangan dan ASet Daerah dalam melaksanakan

""UJg*-ana 
diriaksud pada ayat {3} menyelengggarakan

a. penyusunan kebijakan telceis pengeloiaan keuangan dan aset

daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan

dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaara tugas

dukungan tei<nis pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembiriaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusalL

pemerintahan lingkup p"ttg"lol*an keuangan dan aset daerah

berdasarkan atas peraturan perundang-und,angan; dan

e. pelaksanaan fung-si lain yang diberikan oleh wali kota' terkait
dengan tugas dan fungsinYa'

aset daerah
terdiri atas:

o5'

h.

dan
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Pasal 98

Bagan organisasi badan pengeloia keuangan dan aset daerah

**nlg6*rrr. dimaksud dalim Pasal 97 tercantum dalam

Lampiran XXKI Peraturan Wali Kota ini'

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi rnasing-

masing jabatan *t-rt trt"t-pada badan pengelola keuangan dan

aset dleiah diatur dengan Peraturan Wali Kota'

t2)

Bagian Kelima
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Paragraf
Kedudukan, T\tgas,

I
Dan Fungsi

(1)

{:2)

Pasal 99

Badan Pengelola Pajak dan RetribUsi, Daerah merupakan'-unsur

penunjang .rrr.,*u.t iemerintahan lingkup keuangan daerah y1'g

berkaitan dengan pengelolaan pajal< daerah dan retribusi daerah'

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimala

dimaksud pada ay,f, (1) dipimpin oleh Kepala Badan yar'g

berked,udukan di bawah'dan bLrtanggung jawab kepada wali Kota

melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana

dlmak*rd p-*a" ayat lf1 mempunyai tugas membantu wali kota

melaksanakan fuissi' penunjang urusan pemerintahan lingkup

keuangan Aaeratr 
"V*ig neipitan dengan pengelolaan pajak

daerah dal retribusi daerah.

(3)

(4) Badan Pengelola P"j1k dan Retribusi Daerah dalam

melaksanat ai tugas Jebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebifakan teknis keuangan daeralL - yang

berkaitan d"rrgu.., pLngelolaan pajak dan retribusi daerah;

b. pelaksan**r, i.rg"" dikunga' teklig keuangan daera| yaslg

berkaitan J"rrg; pengeiolaan pajak dan retribusi daerah;

c. pemantaurrr, -"ruiuaJi, dan pelaporan pelaksanaa* 
_ 
tugas

dukungan teknis keuangan daerah -yang berkaitan dengan

pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
d. ;;}il"" i"Lni* penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan fingkup t<euingan daelah yang berkaitan

dengan Grg"fof"# p;jak dan retribusi daerah berdasarkan

atas peratu.* p"t"'dang-undangan; dan

e. pelai<sana". f*"g*i lain I""g diberikan oleh wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa'
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Paragtaf 2

Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan organisasi badan pengelola pE* dan retribusi daerah

sebagaimana dimaksud dalam paJat 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

a. kepaia badan.
b. sekretaris, membawahkan:

1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian Penyusunan Prograffr

c. bidang bea perolehan hak aia*" tanah dan bangunan da'n pajak

bumi dan bangunan:
1. sub bida;; teknis bea perolehan hak atas tanah dan

tranguna, du'tt pajak bumi dan bangunan;

2, suLr bidang t<eblratan dan sengketa; dan

3. sub bidang pembukuan dan pelaporan'

d. bidang hotel, restoran, dan hiburan:
1. sub bidang teknis irotel, restoral' dan hiburan;

2. sub bidan[ keberatan dan sengketa; dan

3. sub bidang pembukuan dan pelaporan'

e. bidang parkil, reklame, p"'etu'ngan jalan' air tanah' sarang

burung wa1et, dan retribusi:, . io,or
1. sub bidang-ieknis parkir, reklame, penerangan 1a7an, air

tanah, **i"g burung walet' dan retribusi;

2. suLr bidang klberatan dan sengketa; dan

3. sub bidang pembukuan dan pelaporan'

f.bidangpengembangana"'-p""g.',a#"''pajakdanretribusi

perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak

2. sub bidang Perellcanaan, pengembangan, dan evaluasi

retribusi daerah; dan
3. sub bidans 1r-;;"**J"" publikasi pajak dan retribusi claerah.

UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan peiaksana'

daerah:
1. sub bidang

daerah;

5.
n.

Pasal 101

{1) Bagan organisasi badan pengeiola p?"tdan retribusi daerah

sebagaimana dirnaksud dalalm prsJ 100 tercantum dalam

ir*iirm XXXII Peraturan Wali Kota ini'

(2)Ketentuanlebihlanjutmengenairinciantugasdanfungsimasing-
masing jrb;l; sirukturJ- pada Uaal-pengelola pajak dan

retriJ:usi daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota'
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(1)

BAB VI
KECAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 102

Kecamatan dibrentuk dalam rangl<a meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik' dan

pemberdiyaan masy atakat dan kelu rahan'

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

carrlat yang berlkedudukan di tawarr dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah'

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemeriritahan umum;
b. men goorainasikan kegiatan pemberd ay aart masyarakat;

c. men[oord,inasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

daerah dan Peraturan wali kota;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

peiayanan umum;
f. mengoord.inasikan penyelenggaraan. kgsftan pemerintahan

yr.rr{ait"kukan oleh peiangkat daerah di tingkat kecamatan ;

g. memtrina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

kelurahan; aa,-arini qhart ' dih. melaksanakan urusan pemerintahan yang rnenJa

kewenang*o du""rah yang tidak dilaksanakan oleh unit keda

pemerintl"h daerah yang ada d"i kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh penaturan

perundang-undangan'

(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

camat melaksanakan tugas yans diiimpahkan oleh wali Kota

untuk melaksanakan *"uu"gi"tt urusan pemerintahan yang

menjad,i kewenangan daerah'

(5i camat dalam melaksan akan tugasnya sebagaimana dirnaksud
\,padaayati3}danayat(a)dibantuolehperangkatKecamatan.

Paragtaf 2
Susunan Organisasi

Pasal 103

{1}Susunanorgansiasi-masing-masing.kecamatansebagaimana
dimaksud. dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:

a. camat;

(2)

l ll
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(1)

(2)

b. sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum; dan
2. sub bagian keuangan dan penyusunan prograrl'

c. seksi tata Pemerintahan;
d. seksi p"*bat gunan dan pemberdayaan masyarakat;

e. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;

f. seksi kesejahteraan sosial;
g. seksi sarana dan prasararLawilayah; dan

t'. kelompok jabatan-fungsional dan pelaksana'

Pasal 104

Bagan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 tercantum dalam Lampiran xxKV Peraturan wali Kota

ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi rnasing-

masing jabatan 
"t 

.rt t.,"t pacla kecamatan diatur dengan

Peraturan WaIi Kota.

BAB ViI
KELURAHAN

Paragraf 1

Kedudukan, T\rgas, Dan Fungsi

Pasal 105

Kelurahanmerupakanperangkatkecamatanyangclibentuk
untuk membantu atau *"luk*ur akan sebagian tugas Camat'

Kelurahan dipimpin oieh Lurah selaku perangkat kecamatan dan

bertanggung jawab kePada Camat'

Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

mernbantu Camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemer intahan kelurahan;

b. melaksan ak<an pemberd ayaafi masyarakat;
c. melaksanakan peiayanan masyarakat;
d. memelihara ketinteraman dan ketertiban umum;
e. rnemelihara sara6a dan prasaralrra serta fasiiitas pelayanan

umum;
f.melaksanakantugasiainyangdiberikanolehcamat;can
; melaksanakan tr!"= lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

{1}

t2)

(3)
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Paragra! 2
Susunan Organisasi

Pasal 106

{1) Kelurahan sebagajmana dimaksud dalam Pasal 1O5, terdiri atas:

a. kecamatan medan sunggal, terdiri atas:
1. kelurahan sunggal;
2. kelurahan lalang;
3. kelurahan tanjung rejo.;

4. kelurahan babura;
5. keiurahan sei kambing b; dan
6. kelurahan simPang tanjung'

b. kecamatan medan timur, terdiri atas:
1. kelurahan durian;
2. kelurahan sidodadi;
3. kelurahan gaharu;
4. kelurahan gang buntu;
5. kelurahan glugur darat i;
6. kelurahan glugur darat II;
7. kelurahan Pulo braYan darat I;
B. kelurahan Pulo braYan darat II;
g. kelurahan Pulo braYan bengkel;
10. kelurahan puio brayan bengkel baru; dan

I 1. kelurahan Perintis.
c. kecamatan medan tuntungan, terdiri atas:

1. kelurahan laucih;
2. kelurahan mangga;
3. kelurahan sidomulYo;
4. kelurahan narno gajah;
5. kelurahan simalingkar b;
6. kelurahan baru ladang bambu;
7. kelurahan kemenangan tani;
8. kelurahan tanjung selamat; dan
9. kelurahal simPang selaYang'

d. kecamatan medan petisah, terdiri atas:
1. kelurahan sekiP;
2. kelurahan Petisah tengah;
3. kelurahan sei sikambing d;
4. kelurahan sei Putih barat;
5. kelurahan sei Putih tengah;
6. keiurahan sei Putih timur I; dan
7. keiurahan sei Putih timur II'

e. kecamatan medan labuhan, terdiri atas:
1. kelurahan besar;
2. kelurahan martubung;
3. kelurahan sei mati;
4. kelurahan nelaYan indah;
5. kelurahan Pekan labuhan; dan
6. kelurahan tangkahan'
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f.

d

kecamatan med-an barat, terdiri atas:

1. kelurahan silalas;
2. kelurahan kesawan;
3. kelurahan sei agul;
4. kelurahan karang berombak;
5. kelurahan Pulo braYan; dan

6. kelurahan glugur kota'
L*."*"t"r, *"dti maimun' terdiri atas:

1. kelurahan aur;
2. keiurahan jati;
3. kelurahan hamdan;
4. kelurahan sei mati;
5. kelurahan suka raja; dan

6. kelurahan kamPung baru'
h. kecamatan medan de1i, terdiri atas:

1. kelurahan mabar;
2. kelurahal mabar hilir;
3. kelurahan titi PaPan;
4. kelurahan tanjung mulia;
5. kelurahan tanjung mulia hilir; dan

6. kelurahan kota bangun'
i. kecamatan medan kota' terdir:i atas:

1. kelurahan masjid;
2. kelurahan sitirejo I;
3. keiurahan sudirejo i;
4. kelurahan sudirejo Ii;
5. kelurahan sei rengas I;

6. kelurahan Pandu hulu I;
7. kelurahan i<otamatsum III;

B. kelurahan teladan timur;
g. kelurahan teladan bxat;
10. kelurahan Pusat Pasar;
11. kelurahan Pasar baru; dan

12. kelurahatt Pasar merah barat'

i. kecamatar, *"d* denai' terdiri atas:

1. keiurahan denai;
2. kelurahan binjai;
3. kelurahan medan tenggara;
4. kelurahan tegal sari mandala I;

5. kelurahan teld sari mandala II; dan

6. kelurahan teEaf sari mandala IIl'
k.kecamatanmedanamplas'terdiriatas:

1. kelurahan amPlas;
2. kelurahan sitirejo II;
3. kelurahan sitirejo IiI;
4. kelurahan harjosari I;
5. kelurahan harjosari II;
6. kelurahan timbang deli; dan

7. kelurahan bangun mulYa'

1. kecamatan medan area' terdiri atas:

1. kelurahan sukaramai I;

2- kelurahan sukaramai II;
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3. kelurahan tegal sari I;
4. kelurahan tegal sari II;
5. kelurahan tegal sari III;
6" kelurahan kotamatsum i;
7. kelurahan kotamatsum Ii;
8. kelurahan kotamatsum IV;
9. kelurahan Pandau hulu II;
10. kelurahan sei rengas II;
1 1. kelurahan sei rengas permatA; dan
12. kelurahan Pasar merah timur'
kecamatan medan helvetia, terdiri atas:
1. kelurahan dwi kora;
2. kelurahan helvetia;
3. kelurahan helvetia timur;
4. kelurahan helvetia tengah;
5. kelurahan tanjung gusta;
6. kelurahan cinta damai; dan
7 . kelurahan sei sikambing C-II'
kecamatan medan peq'uangan, terd'iri atas:
1. kelurahan tegal rejo;
2. kelurahan Pahlawan;
3. kelurahan Pandau hilir;
4. kelurahan sei kera hulu;
5. kelurahan sei kera hilir I;
6. kelurahan sei kera hilir II;
7. kelurahan sidorame timur;
B. kelurahan sidorame barat I; dan
g" kelurahan sidorame barat II.
kecamatan medan selayang, terdiri atas:
1. kelurahan beringin;
2. kelurahan tanjung sari;
3. kelurahan asam kumbang;
4. kelurahan padang bulan selayang i;
5. kelurahan padang bulan selayang II; dan
6. kelurahan semPakata.
kecamatan med.anlembung dengan tipe a, terdiri dari:
i. kelurahan tembung;
2. kelurahan indra kasih;
3. kelurahan bantan;
4. kelurahan bantan timur;
5. kelurahan sidorejo;
6. kelurahan sidorejo hilir; dan
7. kelurahan bandar selamat'
kecamatan medan baru, terdiri atas:
1. kelurahan darat;
2. kelurahan babura;
3. kelurahan merdeka;
4. kelurahan titi rante;
5. keiurahan Petisah hulu; dan
6. kelurahan padang bulan.

n.

o.

p.

q-
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r. kecamatan medan johor, terdirj atas:

1. kelurahan suka maju;
2. keiurahan gedung johor;
3. kelurahan titi kuning;
4. kelurahan kuala bekala;
5. kelurahal kedai durian; dan
6. kelurahan Pangkalan masYhur'

s. kecamatan medan polonia, terdiri atas:

1. kelurahan anggrung;
2. kelurahan Polonia;
3. kelurahan sari rejo;
4. kelurahan suka dame; dan
5. kelurahan madras hulu'

t. kecamatan medan marelan, terdiri atas:

1. keiurahan terjun;
2. kelurahan tanah enam ratus;
3. kelurahan rengas Pulau;
4. kelurahan labuhan deli; dan
5. kelurahan PaYa Pasir'

u. kecamatan medan belawan, terdiri atas:

1. kelurahan bagan deli;
2. kelurahan belawan I;
3. kelurahan belawan II;
4. kelurahan belawan bahari;
5. kelurahan belawan bahagia; dan
5. kelurahan belawan sicanang'

i2) susunal organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas:
a. lurah;
b. sekretaris;
c. seksi tata Pemerintahan;
d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
e. seksi Pembangunan; dan
f. kelompok jabatan fungsional dan peiaksana'

Pasal 107

(1) Bagan organisasi kelurahan 
. 
s.ebaSSima,na dimaksud dalam

Pasal106ayat(2)tercantumdalamLampiranxxxvPeraturan
Wali Kota ini.

(2i Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
\-, 

masing jabatan struktural pada kelurahan diatur dengan

Peraturan Wali Kota.
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BAB VII
STAF AHLI

Pasal 108

(1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
b. staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
c. staf ahii bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia'

{2} Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh

Sekretaris Daerah.

(3) Staf Ahli wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi
persyaratan.

(4) pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan
oleh Wali Kota.

Pasal 109

Staf Ahli wali Kota sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 1"O8 bertugas
memberikal rekomend.asi terhadap isu-isu strategis kepada wali kota
sesuai keahliannya.

BAB IX
KELOMPoKJABATANFUNGSIONALDANPELAKSANA

Pasai 1 10

pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan atas keahlian dan

*p**iu.1i*r,si yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang

beriaku.

Pasal 1 1 1

Kelompok Jabatan Fungsionai dan Jabatan Pelaksana mempunyai
tugas melaksanakan sibagian tugas pemerintah daeratrr sesuai

dengan keahlian dan kebututran.

Pasal 1 12

(1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan
berdasarkan atas kebutuhan dan beban kerja'
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12\ Setiap perangkat daerah melaksanakan analisis jabatan dan
analisis beban kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit
1 {satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk menentukan
kebutulran dan beban kerja jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana.

BAB X
ESELCINiSASI

Pasai 113

Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II-a atau
jabatan pimpinan tinggi Pratama.

Asisten, Sekretaris DPRD, Kepaia Dinas, Kepala Badan'

inspektur, Kepala Satuan Poiisi Pamong Praja, dan staf Ahli
Waii Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b atau. jabatan

pimpinan tinggi pratama.

Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badanllnspektaratl
Saiuan poliii pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat
merupakan jabatan struktural eselon III'a atau jabatan
administrator.

Kepala Bidang pada Dinas/Badan/satuan Poiisi Pamong Fraja,

dan sekretaris pada kecamatan merupakan jabatan struktural
eselon iILb atau jabatan administrator.

Lurah, Kepala Sub Bagiar:. pada Sekretariat Daerah/Sekretartat
DPRD/Inspektorat/DinaslBadan/satuan P91is1 Pamong Praja,

Kepaia Sut glaang, Kepala Seksj, d.an Kepala UPT Dinas/Badan
merupakan jabatan struktural eselon iV.a atau jabatan pengawas'

sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala

Subr Bagian Tata Usaha pada Uf"f ninas/Badan, dan Kepala Sub

Bagian 
-pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon

IV.b atau jabatan Pengawas.

(7) Eselonisasi jabatan struktural pada Badan Penangguiangan

Bencana Dierah terdiri atas Kepala Pelaksana merupakan
jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggt pratama,

sekretaris dan Kepala Bidang pada unsur Pelaksana merupakan
jaLratan strukiurai eselon IiLb atau jabatan administrator, Kepala

seksi dan Kepala Sub Bagian pada unsur Pelaksana merupakan
jabatan struktura-l eselon iV-a atau jabatan pengawas'

t8) Eselonisasi jabatan struktural pada RSUD Dr. Pirngadi rnengacu

kepada peraturan perundang-undangan'

{1i

{2)

i,)\iJJ

i4)

ts)

t6)
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(1)

t2)

i3)

t4)

(s)

i6)

{7}

BAB XI
TATA KBRJA

Pasal 1 14

Dalam rangka meningkatkan kualitas pela3.anan maka setiap

pimpinan unit organisasi mengevaluasi danlatau menetapkan

*tr11d*. pelayanJn, standar operasional _ prosedut, kotak
pengaduan, sirta secara berkala melaksanakan survey Indeks

k"p.rr.*r,r, Masyarakat (IKM) pada satuan organisasi berdasarkan

atas peraturan perundang-undangan'

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi,
r.io*p"r. Jabatan Fungsionai dan Jabatan Pelaksala wajib

*".r".r.pkan prinsip kooidinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik

d.alam 
- 
lingkungan masing-masing ma-upun antar satuan

organisasl al m{t<ungan p"..r"ritttah daerah serta dengan instansi
hL di luar p"lmerintah daerah sesuai dengan tugas masing-

masing.

setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-slasing dan bila terjaai penyimpangan agar mengambil

iangkah-langi<arr yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang*undangan.

setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memirnpin dan

*".gooidinasikan bawahan masing-masing dan memberikan

bimL,lngan serta petunjuk bagi peiaksanaan tugas bawahannya.

setiap pimpinan satuan organisasi, jabatan fungsional, dan
jabatL pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

tertanggung jalvab 
- kepacla atasan masing-masi*g dan

menyiapkan laporan berkala tepat pada u'aktunya'

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
d,ari tau,ahannyl *.3iu diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih ianjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannYa'

Daiam penyampaian iaporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuafl' ofganisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dan pejabat dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala .dalam
ru.r,gt u. pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
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(1)

i2\

(s)

(6)

{7)

(3)

lal

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu
Bad,an Kesatuan Bangsa Dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 1 15

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerinlahan di
bidang kesatuan uargs, dan politik yang terbentuk dengan
*rr*rr.rr.t organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya

"rrrp.i dengan peraturan perundang-undangan rnengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibebankan pada APBD.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i) adalah
Baclan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik merupakan unsur penunjang
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatual Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat i3) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada wali Kota melalui
Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mempunyai tugas membantu wali Kota melak,sanakan
Urr-rsan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat {6} menyelenggarakan fungsi:
a. penyusurian kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan ba3gsa dar:

politik;
c. pemantauan, evaJuasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
denga:r tugas dan fungsinya.
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Patagraf 2
Organisasi

Pasal 116

Susunan Organisasi Bad.an Kesatuan Bangsa dan Politik, terrliri atas:

a. kepala dinas;
b. sekretaris, membawahkan:

i. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan dan periengkapan; dan
3. sub bagian penyusunan prograln'

c. bidang bi; idebtogi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa:

1. *,]b bid"ng bina ideologi dan u'awasan kebangsaan; detn

2. sub bidang pembinaan karakter bangsa'
d. bidang poiitik dalam negeri:

1. *ub bidarrg pengembangan budaya dan etika politik; dan
2. sub bidang fasilitasi partai poiitik dan pemilihan umum.

e. bidang ketahanan ekonomi, sosiai, budaya, dan organisasi
kemasyarakatan:
1. sub bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
2. sub bidang organisasi kemasyarakatan'

f. bidang p"r**g"nan konflik dan kewaspadaan nasional:
i. sub bidang penanganan konflik; dan
2. sub bidang k.*"*padaan dini, analisis evaluasi inforrnasi, dan

kebijakan strategis.
g. UPT; dan
h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksaria'

Pasal 1 17

Bagan organisasi badan kesatual bangsa dan politik
seblagaimanl dimaksud dalam Pasal 117 tercanturr:r dalam

Lampiran )LXXU Peraturan Wali Kota ini'

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-
masing jabatan stiukturaf pada badan kesatuan bangsa dan
politik-diatur dengan Peraturan Wali Kota'

(1)

ro\
\Lj

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 118

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang

terbentuk dengan Susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2A16 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat
daeratr baru ya.tg mlhksanakan sub urusa' bencana sesuai

dengan peraturan perundang-undangan
p.ruoggulangan bencana diunda-trgkan'

mengenal
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t+l

is)

(6)

(7)

l2)Anggaranpenyelenggaraansuburusanbencanasebagaimana
dCaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD'

{3i Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah'

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan bidang bencana'

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud

;;;" ayat (3f-berkJdudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Wali Kota.

Badan Penangguiangan Bencana Daerah sebagaimana dirnaksud

pada ayat (3) EipimpT. oleh Kepala Badan secara ex-of{icio dijabat

oleh sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional f non

struktura-l.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan p#ort u-, dan pengarahan , terhadap usaha

p"r.n"rggt-,1angan bencana yang - mencakup penc'egahan

bencana, p"rrfug*an darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi

secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenSEaraan

p.rrr.*ggtlangan bencana berdasarkan atas peraturan

perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan

bencana;
d.menyrrsundanmenetapkanprosedrrrteta'ppenatlgarlall

hencana;
e. melaporkan penyeienggaraan penanggulangan-. .bencana

kepada wali rotu,- setiap bulan sekali dalam kondisi normal

dan setiap saat d,alam kondisi darurat bencana;
f. mengendltit u-t, pengumpulan dan penyaluran uarig dan

barang;
g. mempertanggungiawabkan penggunaan anggaran yang

diterima daiianggaran pendapatan dan beianja daerah; dan

h'melaksanakankewajibanlainsesuaidenganper.aturan
perundang-undangan-

{Bi Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarahan

terhadap usaha p"rr*rrggulangan bencana sebagaimana dirnaksud
pada ayat (7\ huiuf a diatur dengan Peraturan wali Kota.

{9}BadanPenanggulanganBencanaDaerahd.alammelaksanakan
tugas sebagaiilanr. di*"t sud pada ayat {71 menyelengg;arakan

fungsi:
a. perumusall dan penetapan kebijakan penangqrlangan

bencana dan penanganan p.,gur,gsi dengan bertinda"k cepat

dan tePat, efektif, dan efisien;
b. pengkooiinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu' dan menyeluruh; dan

c. peiaksanaan fungsi lain yang-diberikan oleh wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinYa'
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Susunan organisasi badan
atas:
a. kepala tradan;
b. unsur pengarah; dan
c. unsur pelaksana.

Paragraf 2
Organisasi

Pasai 119

penanggu.langan bencana daerah., terdiri

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai personil dan tugas unsur Pengarah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Pasal 121

Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penangguiangan Bencana Daerah'

Unsur pelaksana bad.an penallggulangan bencana daerah
dipimpiL Kepaia Pelaksana yang membantu Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi unsur peiaksana badan penanggulangan hencana
daerah sehari*hari.

Pasal 122

Unsur pelal:sana badan penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12L mempunyai tugas
melatsanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, rrreliputi:
a. prabencana;
ir. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 123

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal \22,
unsuf pelaksana badan penanggulangan bencana daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian;
b. pengomandoan; dan
c. pelaksana.

Pasal 124

Crganisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah
adalah klasifikasi A.

t)\
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Pasal 125

i1) Organisasi unsur Pelaksana
d.aerah sebagaimana dimaksud
a. pelaksana;

badan penanggulangan i:encana
dalam Pasal 124, terdiri atas:

(2)

(1)

t2)

b. sekretariat unsur Pelaksana,
1. sub bagian umum;

membawahkan:

2. sub bagian keuangan; dan
3. sub bagian Penyusunan Program'

c. bidang p".t."g*-h"tt d"tt kesiapsia gaafl' membawahkan :

1. seksi Pencegahan; dan
2. seksi kesiaPsiagaan'

d. bidang kedaruiatan dan logistik, membawahkan:
1. seksi kedaruratan; dan
2. seksi logistik.

e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:
1. seksi rehabilitasi; dan
2. seksi rekonstruksi'

f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana'

organisasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1i

dafiat dibentuk Satuan T\rgas yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Badan sesuai kebutuhan.

Pasal 126

Baganorganisasibadanpenanggulanganbencanadaerah
seblagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tercantum dalam

Lampiran XXXUI Peraturan Wali Kota ini'

Ketentuan letrih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-

masing jabatan struktural pada badan penanggulangan bencana

daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota'

Bagian Ketiga
RSUD Dr. Pirngadi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 127

(1i Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatnn pada

RSUD Dr. eirngadi Vaflg terbentuk dengan susunall organisasi
dan tata kerja berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya peraturan perundang-undalgan ytr1g rnengatur

Organisasi dan Tata Keiola Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah serta Pengelolaan Keuangan Rumah sakit umum Daerah.
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\2) Anggaran penyelenggaraan urusan RSUD Dr' Pirngadi

*.f,Jg.i**rr* Ai*"t sii paaa ayat (i) diiaksanakan dengan Pola

pengllolaan Keuangan 
^Badan Layanan Umum Daerah dan

berdasarkan atas ke[entuan peraturan perundallg-undangan'

perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah

RSUD Dr. Pirngadi.

RSUDDr.Pirngadimerupakanunsurpenunjangurusan
p"r',*rit tahan bidlng pelayanan kesehatan pada rumah sakit'

RSUD Dr. Pirngadi sebagaimala dimaksud pada ayat (3) dipimpin

oleh Direktur yang beikedudukan di bawah dan bertanggung

jarnabkepadaWaliKotamelaluiSekretarisDaerah'

RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat - i3)

mempunyai tufa.s membantu wali Kota melaksanakan

p".:.rr*rrran dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan

iaerair di bidang p"l"y".rr.n kesehatan pada rumah sakit.

RSUD Dr. Pirngadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada iyat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumus",, tu"ui3"r.an teknis di bidang pelayanan kesehatan

rumah sakit;
b.pemberiandukunganataspenyelenggaraanpemer.intahan

daerah di bidang pe1u.y*rn kesehatan rumah sakit;
c. pembinaan d; - peilksanaan tugas di bida,g pelayanan

kesehatan rumah sakit; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali Kota' terkait

dengan tugas dan fungsinYa.

is)

(4)

(s)

(6)

(/l

Pasal 128

RSUD Dr. Pirngadi, terdiri atas:Susunan Organisasi
a. direktur;
b. wakil direktur bidang administrasi umum,

1. bagian umum, membawahkan:
a) sub bagian tata usaha;

terdiri atas:

b) sub bagian kePegawaian; dan

"j sub bagian hukum/hubungan masyarakat'
2. bagian keuangan, membawahkan:

a) sub bagian Perbendaharaan;
b) sub bagian mobilisasi dana; dan
.j sub bagian akuntansi dan verifikasi'

3. kragian perlengkapan pemeliharaan, membawahkan
a) sub baglan inventaris rumah sakit;
b) sub bagian Pengadaan barang; dan
c) sub bagian Pergudangan.
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wakil direktur bidang pelayanan medis dan keperawatan, terdiri

atas:
1. bidang pelayanan medis, membawahkan:

a) seksi perencanaan dan pengemballgan pelayananL medis;

dan
b) seksi monitoring dan evaluasi pelayanan medis'

2. Uiaang pelayanan keperawatan, membawahkan:
a) **f,*i p"r*rr"rtlr.t dan pengembangan pelayanan

keperawatan; dan
b) seksi monitoring dan evaluasi pelayanan keperawafa-n'

3. tiaang pelayanan plnunjang medis, membawahkan :

a) *.f,"i p"-1.yu-rrttt penunjang sarana medis; dan

bi seksi beiaianat penunjang sarana non.medis'

wakil direktur Ula*rrg 
^sumblr daya manusia dan pendidikan,

terdiri atas:
i.- fia""g pendidikan dan pelatihan, membawahkan:

a) 
""t "i 

pendidikan dan peiatihan pegawai; dan

b) seksi pend-idikan dan pelatihan non pegawai'

2. Oiaang penelitian dan pengembangan, membawahkan:
a) seksi Penelitian; dan
b) seksi PerPustakaan.

3. bidang p"''got*han data d.an rekam medik, membawahkan:
a) *"f,"i pengoiahan data rawat jalan dan rawat inap; dan

b) seksi rekam medik.
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana'

Pasal 129

o.

(i) Dalam rangka meningkatkan pelayanan _dan/atau memenuhi

standar rumah sakit -rkt pada RSUD Dr. Pirngadi dibentuk unit
pelayanan dan/atau satuan tugas fungsional berupa dewan

pengawas, satuan perrgawasan internal, instalasi, komite, dan

staf medik fungslonaf berdasarkan atas peraturan penrndang-

undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai. pembentukan dan tata kerja
pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat { 1i diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

{3) Pengisian unit pelayanan dan/atau satuan tugas fu:ngsional

sebigaimana dimaksud pada ayat {U ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

Pasal 130

{1} Bagan organisasi RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana djmaksud
dalam Pasa-1 128 tercantum dalam Lampiran xxxull Peraturan

Wa-li Kota ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tug-as dan fungsi masing-, 
masing jabatan struktural pada RsuD Dr. Pirngadi diatur dengan

Peratura:r Wali Kota-



80

(1)

{2)

i3)

(1)

(2)

(1)

t2)

Pasal 13 t

Dengan diundangkannya Peraturan wali Kota ini, maka. semua

p"rr.Tih"r,,rr, *u.riyang menj adi kewenangan organisasi perangkat

dae.ah akan diatur teUifr hnjut dengan Peraturan Wali Kota'

peralihan Pembiayaan, Perlengkapafl, Personil dan Dokumentasi
(P3D) perangkat daerah diiaksanakan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan.

Penyusunan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah

dilJksanakan oleh p.t"ttgk .t daerah masing-masing di{asilitasi
oleh Sekretariat Dalrah d.engan mempedomani ketentuan yang

berlaku paling lambat i (satuj tahun setelah Peraturan Wali Kota

ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud Bagian Ketiga bersifat

otonom dalam penyelengga.*a, tata ke1ola rumah sakit rlan tata

kelola klinis serta *"t"iu.pkan pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah.

RSUD Dr. Pirngadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Fungsiona[ Dokter
atau Doktel Gigi yang diberi tugas tambahan berdasarkan atas
peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola

klinis, nSUn nrllkngadi dibina dan berlanggung jawab kepada

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan'

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat l ti
ditaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit
daerah kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urrlsan
pemerintu.ftan di bidang kesehatan berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan.
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BAB XI!'
KETENTUAN PtrNUTUP

Pasal 134

Dengan diundangkannya Peraturan waii Kota ini, maka:

a. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 20i0 tentang
Rincian Ttrgas Dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medafl (Berita

Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1);

b. Peraturan wali Kota Medan Nomor 2 Tahun 2o1o tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

{Berita naerah Kota Medan Tahun 201O Nomor 2);

c. Peraturan wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda Dan olahraga Kota

Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 3);

d. Peraturan Wali Kota Med"an Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Kelu^rg? B.."ncana Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan

Tahun 2010 Nomor 4);
e. Peraturan wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kota fVteaan"leerita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 5);

f. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pelayana:r Perijinan Terpadu

Kota Medari(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nornor 6);

g. Peraturan wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Medan (Berita

Daerah Kota Medan Tahun TOLO Nomor 8);

h. Peraturan Wali Kota Medan Nomor I Tahun 2O1O tentang
Rincian Tlrgas Dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kota

Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun zola Nomor 9);

i. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2AlA tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan (Berita

Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1O);

j" Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan_Pariwisata
Kota fvfeaarilnerita Daerah Kota Medan Tahun 201O Nornor 11);

k. peraturan wuri Kota Medan Nomor L2 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Tenaga Ke{a Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 12);

1. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kota -lvtedan 

iBeriia Daerah Kota Medan Tahun 2OiO

Nomor 13);
m. Peraturan wali Kota Medan Nomor 1+ Tahun 2oLO tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Medan (Berita

Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 14);

n. Peraturan Wali Kota Medan Nnmor i5 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan
perdagangan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan

Tahun 20i0 Nomor 15);
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p.

q"

e

o. Peraturan Wali Kota Medan Nomor L9 Tahun 2010 tentang
Rincian Ttrgas Dan Fungsi Dinas Tata" Ruang Dan Tata
Bangunan Kota Medan {Berita Daerah Kota Medan Tahr-rn 2ALO

-

Nomor 19);
Peraturan Waii Kota Medan Nomor 20 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Medan {Berita Daerah Kota MeCan Tahun 2010 Nomor 20};
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2AlO Nomor 21);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 22 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Sandi Daerah Kota Medan

{Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 22};
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pendidikan Dan Pelatihan
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 23);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2010 'Lentang

Rincial Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Kelautan Kota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 37);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 38 Tahun 2O1O tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 20i0 Nomor 38);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pencegah Pemadam Kehakaran
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 39);
Peraturan WaIi Kota Medan Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2010 Nomor 40);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun zArc tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pertamanan Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 41);
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2O1O t-entang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Bina Marga Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2O7O Nomor 42);
Peraturan Waii Kota Medan Nomor 43 Tahun 2010 t-entang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita
Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 43);
Peraturan WaIi Kota Medan Nomoh 44 Tahun 2010 t.entang
Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 44);
Peratural Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2010 tentang
Rincian Thgas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 45),
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 7 Tahun 201-2 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 45 Tahun 2010 tentang Rincian T1rgas dan fungsi
Sekretariat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2012 Nomor 7);

v.

t"

u.

\&'.

x"

v.

da.

L.b.
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cc. Peraturan wali Kota Medan Nomor 46 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi sekretariat Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah roia Med"an @erita Daerah Kota Medan Tahun 2010

Nomor 46);
dd. Peraturan Wali Kota Medan Nomclr 48 Tahun 2010 tentang

RincianTugasDanFungsiSatuanPolisiPamongPrqiaKota
Medan (Berita Daerah Kota Med.an Tahun 2010 Nomor 48};

ee. Peraturan wali Kota Med.an Nomor 49 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Perpustakaan Kota Medan

iBerita oaeifr Kota Medan Tahun 2010 Nomor 49);

ff" Peraturan wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 20i0 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Arsip Kota Medan (Berita

Daerah Koti Medan Tahun 2010 Nor'nor 50);

gg. Peraturan wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Ko; Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010

Nomor 51);
hh. Peraturan wali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2OlA tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungin Masyarakat Kota Medan (Berita Daerah Kota

Medan Tahun 2010 Nomor 52);
ii. Peraturan wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2010 tentang

RincianTugasDanFungsiBadanLingkunganHidupKota
Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 53);

I. Peraturan wali Kota Medan Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Pen^anaman Modal Kota

Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 54);

kk. Peraturan wali Kota Medan Nomor 55 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan

Kota Medari (Berita Daerih Kota Medan Tahun 2010 Norror 55);

11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun ?ALO tentang
Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kota Medan {Berita
Daerah Kota Medan Tahun ZALO Nomor 56);

mm. Peraturan wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas Dan Fungsi Kelurahan_ Kota Medan (Berita

Daerah KotJMedan Tahun 2010 Nomor 57);

nn. Peraturan wali Kota Medan Nomor 66 Tahun 2o1L tentang

Rincian T\rgas Dan Fungsi sekretariat Dewan Pengurus Korps
pegawai Relpublik Indonesia Kota Medan (Berita Daerah Kota

Medan Tahun 2017 Nomor 66);
oo. Peraturan wali Kota Medan Nomor 68 Tahun 2afi tentang

Rincian Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota frteaariperita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 68);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
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Pasal 135

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berit-n Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tlnggal 1* Xanwn,v

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

e,a4+

Diundangkan di Medan
:;ada taaggal JS ftan ra'r,i, ?:A4fT

KOTA MEDAN,

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2AI7 NOMOR ].


